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Penelitian yang berjudul â€œPengelolaan Haji Aceh Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia (1950-2017)â€•, bertujuan untuk
mengetahui pengelolaan haji di Aceh dalam pelaksanaan pendaftaran, transportasi, kesehatan, pengelolaan keuangan haji Aceh dan
keterlibatan pihak swasta ikut terlibat dalam pengelolaan haji di Aceh. Penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif dengan
jenis penelitian sejarah. Sumber primer diperoleh dari dokumen dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Aceh dan hasil wawancara
terhadap beberapa narasumber dari Dinas Kementerian Agama Provinsi Aceh.  Sumber sekunder diperoleh dari jurnal dan
buku-buku yang berkaitan. Hasil penelitian menunjukkan, administrasi penyelengaraan haji Aceh tahun 1950 dilaksanakan oleh
Kementerian Agama Sumatera Utara. Tahun 1957 barulah operasional dilaksanakan Kementerian Agama Provinsi Aceh.
Pendaftaran haji Aceh 1950 pendaftaran secara manual melalui pamong praja/bupati di daerah dan 1996 pendaftaran haji
disempurnakan dengan mengunakan sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu (SISKOHAT). Transportasi haji tahun
1950-1917 menggunakan kapal laut dari PT Arafah dan beralih menggunakan pesawat terbang melalui Polonia Medan tahun 1975.
Tahun 2014 dimulailah kembali pemberangkatan melalui Bandara Sultan Iskandar Muda hingga saat ini. Pelayanan Kesehatan haji
dilakukan oleh Kementerian Kesehatan RI yang dapat dilihat pada Permenkes RI Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istithaah
Kesehatan Jamaah Haji. Penyetoran ongkos haji dikelola oleh Kementerian Agama melalui Bank Indonesia tahun 1950. Setelah
dikeluarkan undang-undang 34 tahun 2014, diambil alih oleh BPKH. Keterlibatan pihak swasta ditandai dengan kerjasama dalam
pengangkutan jamaah haji dan kerjasama travel.
